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ABSTRACT

THE ROLE OF CORRECTIONAL HALL IN DOING
ASSISTANCE OF CHILDREN DOING CRIMINAL ACT
(Case Study at Bandar Lampung Class II Correctional Center)

By

Agung Fatahillah

The general public is still many who do not know the correctional hall so that the
role of correctional hall in assisting children is not optimal. A child who commits
a criminal act or an act which is declared prohibited for a child, both according
to the laws and regulations and according to other legal regulations that are
living and applicable in the community concerned. The child still receives
assistance, supervision and guidance from the Community Supervisor who is the
technical implementer of the correctional hall. Based on the description above,
the author is interested in writing a thesis and conducting research related to
"The Role of correctional hall in assisting children who commit crimes"”. The
problem discussed in this study is is the role of correctional hall in assisting
children who commit crimes and what constitutes a faktor obstacle to correctional
facilities in assisting children who commit crimes.

This research was conducted using a normative and juridical empirical juridical
approach. The data used includes primary data, namely by conducting interviews
with respondents related to the problems in this thesis. And secondary data from
library research. Determination of the sample using purposive sampling method,
after the data is collected, then processed by means of data selection and data
classification and data systematization are carried out. Data analysis is carried
out in a qualitative way and based on the results of the analysis then conclusions
are drawn through the inductive method.

Based on the results and discussion, the following conclusions are obtained:
BAPAS has a large role in the process of mentoring children who commit crimes.
The role of BAPAS Normatively is regulated in Article 65 of Law Number 11 of
2012 concerning the Criminal Justice System of Children. The ideal role of
carrying out its main duties and functions in assisting, mentoring, and supervising
as well as determining care and coaching programs together with relevant
officers. The role of BAPAS in factual is divided into three stages, namely pre-
adjudication assistance is a process before the court which includes investigation
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and pre-prosecution, adjudication is a process in the court which includes
examination, prosecution to decision, and post adjudication is the final stage in
the court process in the form of criminal execution . BAPAS in carrying out its
duties, there are factors that hinder performance, among others, the lack of
employees and the need to improve the quality of human resources, lack of
facilities and infrastructure to support the main tasks and functions of BAPAS.
Facilities and infrastructure in this case are the procurement of computers,
official vehicles, budget funds, and internet networks.

The author gives advice to the Bandar Lampung Correctional hall, BAPAS should
increase the role of mentoring, there are trainings that support the
professionalism of the Community Counselor, the availability of adequate
supporting facilities and infrastructure, increase the number of employees,
improve the quality of human resources, increase the Operational Fund Budget,
and the community can be open to accepting former child clients who want to
return to their neighborhood.

Keywords: Role Of Correctional Hall, Child Assistance, Criminal Act.
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Masyarakat umum masih banyak yang tidak mengetahui Balai Pemasyarakatan
sehingga peranan Balai Pemasyarakatan dalam mendampingi anak kurang
maksimal. Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan
terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan. Anak tersebut tetap mendapatkan pendampingan, pengawasan dan
pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pelaksana
teknis dari Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik
untuk menulis skripsi dan mengadakan penelitian terkait dengan ‘“Peranan Balai
Pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan
tindak pidana”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah
Bagaimanakah Peranan Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan
terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan Apa yang menjadi faktor
penghambat Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap
anak yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu denga melakukan
wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini.
Dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Penentuan sample
menggunakan metode purposive sampling, setelah data terkumpul, maka diolah
dengan cara seleksi data kemudian dilakukan klasifikasi data dan sistematisasi
data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis
kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
BAPAS memiliki peranan yang besar dalam proses pendampingan terhadap anak
yang melakukan tindak pidana. Peranan BAPAS secara Normatif diatur dalam
pasal 65 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Peranan ideal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan
pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan serta menentukan program
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perawatan dan pembinaan bersama dengan petugas terkait. Peranan BAPAS
secara Faktual dibagai menjadi tiga tahapan, yaitu pendampingan pra adjudikasi
adalah proses sebelum pengadilan yang meliputi penyidikan dan pra penuntutan,
adjudikasi adalah proses dalam pengadilan yang meliputi pemeriksaan,
penuntutan sampai putusan, dan post adjudikasi adalah tahapan akhir dalam
proses peradilan yang berupa pelaksanaan pidana. BAPAS dalam menjalankan
tugasnya, terdapat faktor yang menghambat kinerja antara lain, kurangnya jumah
pegawai serta perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia, kurangnya sarana
dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi dari BAPAS. Sarana dan
prasarana dalam hal ini yaitu pengadaan komputer, kendaraan dinas, dana
anggaran, dan jaringan internet.

Penulis memberikan saran bagi Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung,
hendaknya BAPAS meningkatkan peranan pendampingan, diadakan pelatihan-
pelatihan yang menunjang profesionalitas dari Pembimbing Kemasyarakatan,
tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai, menambah jumlah
pegawai, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan Anggaran
Dana Operasional, dan kepada masyarakat dapat bersikap terbuka dalam
menerima mantan klien anak yang ingin kembali ke lingkungan tempat
tinggalnya.

Kata Kunci : Peranan Balai Pemasyarakatan, Pendampingan Anak, Tindak
Pidana.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang

tidak boleh diabaikan. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki

peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan
titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi
sebagai penerus bangsa. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas
hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara. Dalam proses perkembangan anak terdiri dari
beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasar pada paralelitas
perkembangan jasmani anak dengan pekembangan jiwa anak. Menurut Wagiati

Soetodjo dalam Hukum Pidana Anak, penggolongan tersebut dibagi kedalam 3

(tiga) fase, yaitu':

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7
(tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa
perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh,
perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak,
masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua dimulai pada wusia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun
disebut sebagai masa kanak-kanak, yang digolongkan kedalam 2 (dua)
periode, yaitu :

a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode
intelektual.

' Wagiati Soetodjo. 2010. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm 7-8.



b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan
periode pueral.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh
satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase
pubertas dan adolescent, di mana terdapat masa penghubung dan masa
peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau pubertas dibagi
menjadi 4 (empat) fase yaitu:

a. Masa awal pubertas, disebut sebagai masa pueral atau pra-pubertas.

b. Masa menentang kedua, fase negatif, trozalter kedua, periode verneinung.

c. Masa pubertas sebenarnya, kurang lebih 14 (empat belas) tahun. Masa
pubertas anak wanita pada umumnya lebih berlangsung lebih awal dari pada
masa pubertas anak laki-laki.

d. Fase adolescence, mulai dari kurang lebih usia 17 (tujuh belas) tahun sampai
sekitar 19-21 tahun.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan

terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan disebut sebagai anak nakal. Secara hukum negara Indonesia telah
memberikan perlindungan kepada anak melalaui berbagai peraturan perundang-
undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor

23 Tahun 2002 juncto Pasal 64 UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di

Indonesia masith menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya

dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai

dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan

terpidana anak beradadalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma

dan implikasi negatif terhadap anak.”

? Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembngan Konsep Diversi dan
Restorative Justice. cet. Pertama. Bandung : PT. Refika Aditama. hlm 1.



Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah maupun negarara. Pasal 20 Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan: ‘“Negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Aspek hukum perlindungan anak
perlu diperhatikan karena perlindungan hukum terhadap anak dan peradilan
pidana anak merupakan salah satu cara melindungi anak dalam pertumbuhannya
di masa depan. Perlindungan hukum, dalam hal ini, mengandung pengertian

perlindungan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku (yang mengatur tentang

Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan
Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana.

Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari
perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus
pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius.”

Akibat kenakalan anak itu maka harapan bangsa untuk memiliki generasi penerus

3 Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di
Indonesia. Cet. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama. him 43.

* Soedarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: PT. Sinar Baru. hlm
32.



yang berkualitas pun terhambat. Proses pencarian jati diri seorang anak tidak

sedikit yang cenderung membawa anak itu pada hal-hal yang negatif yang

dapatmerugikan dirinya sendiri.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA,

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a.

Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi,
melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak
selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya
kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar
sidang, termasuk dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

. Menentukan program perawatan Anak di Lembaga Penempatan Anak

Sementara (LPAS) dan pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA).

Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak
yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak

yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan
cuti bersyarat.

Pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkan-nya

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial

yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, UU perlindungan

anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam

menangani korban. Istilah pendamping dapat kita temukan juga dalam Pasal 17

UU PKDRT disebutkan bahwa “Relawan Pendamping adalah orang yang

mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan

dan pemulihan diri korban kekerasan”. Dalam Undang-Undang tersebut pada

pasal 23 peran pendamping adalah sebagai berikut:



1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan
seorang atau beberapa orang pendamping.

2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntututan atau tingkat
pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara
obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang
dialaminya.

3. Mendengarkan secara empati segala penuntututan korban sehingga korban
merasa aman didampingi oleh pendamping.

4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada
korban.

Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut BAPAS dalam hal

ini, lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak.

Sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim

anak yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja BAPAS

khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian

kemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02 PR.07.03 tahun 1987 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan
Anak, fungsi Bispa (sekarang BAPAS) selain memberikan bimbingan dan
arahan kepada anak didik, tetapi juga melakukan pendampingan terhadap

tindak pidana.

Sesuai ketentuan tersebut, maka peranan dari BAPAS dalam perkara sidang
anak mengalami perubahan peran yang cukup signifikan, sebab dengan
ketentuan UUSPPA ini kedudukan BAPAS tidak lagi sepenuhnya berada di
lini belakang dalam matarantai proses pemidanaan anak. Artinya BAPAS
sudah sejak semula dari awal tindakan, yaitu mulai dari tahap penyidikan,
penuntutan, dan persidangan sudah dituntut perannya untuk memberikan laporan

kemasyarakatan anak pelaku tindak pidana. Perkembangan peranan BAPAS



ini sudah tentu akan menuntut pembenahan personalia (staffing) dan kualitas
SDM petugas BAPAS yang lebih profesional terhadap penanganan perkara
anak agar tercapai yang dikehendaki dari tujuan dibuatnya Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melindungi anak. Berdasarkan Sistem
Database Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian
Hukum dan HAM RI dapat dilihat pada tabel sebagai berikut’:

Tabel 1. Jumlah Klien Dilihat dari Jenis Klien Anak Pada Tahun 2013 -

2017.
No Jenis Klien Anak 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | Bimbingan Klien Anak Laki-Laki| 254 | 368 | 274 | 286 | 382
(BKAL)
2 | Bimbingan Klien Anak Perempuan | 10 31 37 26 12
(BKAP)
3 | Penelitian Kemasyarakatan Anak | 279 | 255 | 230 | 291 | 394
(LITA)
JUMLAH 543 | 654 | 541 | 603 | 788

Sumber : BAPAS Kelas II Bandar Lampung.

Berdasarkan tabel 1. Jumlah Klien dilihat dari Jenis Klien Anak pada Tahun 2013-
2017 bahwa jumlah tertinggi BKAL terjadi pada Tahun 2017 dengan jumlah 382
klien dan jumlah terendah BKAL terjadi pada Tahun 2013 dengan jumlah 254
klien, jumlah tertinggi BKAP terjadi pada Tahun 2015 dengan jumlah 37 klien
dan jumlah terendah BKAL terjadi pada Tahun 2013 dengan jumlah 10 klien,
sedangkan jumlah tertinggi LITA terjadi pada Tahun 2017 dengan jumlah 394
klien dan jumlah terendah LITA terjadi pada Tahun 2015 dengan jumlah 230

klien.

*http://smslap.ditjenpas.go.id/public/bps/current/monthly/kanwil/db669ad0-6bd 1-1bd 1 -baad-
313134333039/year/2013/month/S. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung. Diakses
pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 17.03 WIB.


http://smslap.ditjenpas.go.id/public/bps/current/monthly/kanwil/db669ad0-6bd1-1bd1-baad-313134333039/year/2013/month/5
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/bps/current/monthly/kanwil/db669ad0-6bd1-1bd1-baad-313134333039/year/2013/month/5

Anak yang melakukan tindak pidana umumnya berada diluar Lembaga
Pemasyarakatan sehingga terkesan bebas dari hukuman karena anak tersebut
berada dalam lingkungan keluarganya dan tetap dapat melakukan
aktivitasnya sehari-hari seperti bersekolah, bermain dan lain sebagainya.
Padahal anak tersebut tetap mendapatkan pendampingan dari Pembimbing
Kemasyarakatan yang  merupakan  pelaksana  teknis dari  BAPAS.
Pendampingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut
bertujuan agar anak tidak mengulangi serta tidak melakukan tindak pidana

lagi.

Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, terdapat faktor yang penghambat kinerja dari BAPAS tersebut. Oleh
karena itu, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan
menuangkannya dalam bentuk skripsi tentang: “Peranan Balai Pemasyarakatan
Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak

Pidana” (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung).



B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peranan Balai Pemasyarakatan dalam  melakukan
pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Balai Pemasyarakatan dalam

melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ilmu hukum pidana, yang berkaitan
dengan obyek peranan balai pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan
terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan faktor yang penghambat
balai pemasyarakatan tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada
Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian

adalah pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian ini adalah Peranan Balai
Pemasyarakatan dalam  melakukan = pendampingan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana, dan faktor penghambat Balai Pemasyarakatan
dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak

pidana.



2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan

bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat

diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya
yang menyangkut peranan Balai Pemasyarakatan dalam melakukan
pendampingan terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat berguna secara positif bagi pihak
balai pemasyarakatan dalam melaksanakan perannya, dalam melakukan

pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran
atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap
dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.® Peranan adalah
suatu sistem atau kaedah-kaedah yang berisi patokan patokan perilakuan pada
kedudukan kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat

dipunyai oleh pribadi atau kelompok.’

6 Soerjono, Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
hlm 125.
7 Soerjono Soekanto. 1980. Penegakan Hukum. Bandung : PT. Bina Cipta. hlm 122.
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Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan adalah teori peranan.
Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam
dasar-dasar sebagai berikut®:

a. Peranan Normatif
Merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak
dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu
peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang
telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. yaitu
penegakan hukum secara penuh.

b. Peranan Ideal
Merupakan peranan yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang didasarkan pada nilai-nilai
ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam
suatu sistem.

c. Peranan Faktual
Merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial
yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan adalah
seperangkat nilai dan norma yang dilaksanakan berdasarkan kedudukan tertentu

yang diakui di dalam masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Teori Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas
penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai
kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Dengan
demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu

penyerasian antara lain dan kaidah perilaku nyata manusia.

8 Soerjono Soekanto, Ibid. hlm 220.
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Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,

yaitu’:

a.

b.

2.

Faktor hukumnya sendiri.

Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

. Faktor kebudayaan.

Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti

yang berkaitan dengan istilah."

Beberapa batasan mengenai konsep yang bertujuan untuk menjelasakan beberapa

istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Peranan (Role) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status).

Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanaya

maka dia menjalankan suatu peranan.''

. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah Pranata untuk

melaksanakan Bimbingan Klien Pemasyarakatan.'?

. Pendampingan adalah suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan

terhadap klien Anak untuk mengatasi masalahnya dengan tidak melakukan

’ Soerjono Soekanto.2011 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada. him 8.

10 Soerjono Soekanto. Op.Cit. him 32..

1 Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm
243,

"2 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
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intervensi atau tindakan secara langsung kepada klien, anak tetapi lebih kepada
peran inisiator, koordinator, fasilitator, mediator untuk diversi atau lainnya. 13

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.'*

5. Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh Peraturan
Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan

. 15
ancaman pidana.

E. Sistematika Penulisan

Memudahkan pemahaman pembaca terhadap penulisan dalam penelitian ini
secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan
dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan

konseptual, serta sistematika penulisan.

I1. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka
yang terdiri tentang Balai Pemasyarakatan, Tinjauan Umum Tentang Anak,
Pengertian Perlindungan Anak, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, serta

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.

"3 https://bimkemasditjenpas. files.wordpress.com/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-bapas-
draft-final.pdf. hlm 8. Diakses pada tanggal 08 Januari 2018 Pukul 06.00 WIB.

" Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang
nomor nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

13 Bambang Poernomo. 2001. Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta.Ghalia Indonesia Jakarta. hlm 86.


https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-bapas-draft-final.pdf.%20hlm%208
https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-bapas-draft-final.pdf.%20hlm%208
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II1. METODE PENELITIAN
Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam
rangka pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden,

prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang peran balai
pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan
tindak pidana dan faktor-faktor yang penghambat balai pemasyarakatan dalam

melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan
Peranan dan faktor penghambat yang dialami Balai Pemasyarakatan dalam
melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta

saran-saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan disebut juga BAPAS merupakan pranata untuk
melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. BAPAS merupakan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementrian Hukum dan HAM RI, selain RUTAN
(Rumah Tahanan Negara) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).Visi dan Misi
Balai Pemasyarakatan, yaitu:

a. Visi
Menjadi Institusi yang terpercaya, bersih, dan bermartabat.

b. Misi

1. Memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi
Manusia.

2. Memberikan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan.

3. Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap Klien Pemasyarakatan.

4. Melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka
perlindungan Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan pencegahan
kejahatan.

Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari suatu
Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk
warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan
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bertanggungjawab (Pasal 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995). Terdapat
3 (tiga) golongan petugas kemasyarakatan, yaitu:

a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman

b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial

c. Pekerja sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.'

2. Landasan Hukum Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tentunya
memiliki peraturan-peraturan atau dasar hukum sebagai acuan untuk
melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik demi terwujudnya
tujuan dari sistem peradilan  pidana anak. Landasan  hukum  Balai
pemasyarakatan sebagai berikut:

Pancasila (Landasan Idiil).

. UUD 1945 (Landasan Institusional).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.05.PR.07.10 tahun 1984 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPA.

UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

. Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan Surat-Surat Edaran, diantaranya

adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998
Tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat- Syarat
bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 Tahun
1987. Tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

3. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun
1987. Tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien
Pemasyarakatan.

SR 0 Q0 o

—

~

' Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama. hlm 146.
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B. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan
dan pendampingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Tugas dari BAPAS salah satunya adalah bertanggungjawab
terhadap anak yang berstatus klien anak untuk diberikan hak anak berupa
pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan Pasal 65
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut’:

1) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi,
melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak
selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk
melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

2) Membuat laporan  penelitian kemasyarakatan untuk  kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam
maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.

3) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di
LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.

4) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan teradap anak
yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai
tindakan.

5) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak
yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas,
dan cuti bersyarat.

Fungsi Balai Pemasyarakatan adalah sebagai pelaksana tugas, yaitu:

a) Membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan anak dan
sidang TPP di Lapas.

b) Melakukan Registrasi klien Pemasyarakatan.

¢) Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan.

d) Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Lapas sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

? Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan
pendampingan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU Sistem Peradilan Pidana
Anak).

* M. Nasir Djamil,. 2012. Anak Bukan untuk Dihukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika. hlm 169.
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e) Memberikan bantuan bimbingan kepada Ex. napi dewasa, anak dan klien
pemasyarakatan yang memerlukan.
f) Melakukan urusan tata usaha.*

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien
Anak pemasyarakatan. Pembimbingan dilakukan secara langsung oleh
Pembimbing Kemasyarakatan dalam bentuk program individu atau kelompok.
Jenis Klien Pembimbingan bagi Anak’:

1) Anak Kembali ke Orang Tua/wali berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan.

2) Anak yang dipidana Bersyarat

3) Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat

4) Anak memperoleh Cuti Menjelang Bebas

5) Anak memperoleh Cuti Bersyarat.

6) Anak yang dijatuhi tindakan diserahkan kepada seseorang.

7) Anak yang dijatuhi tindakan pencabutan surat izin mengemudi.

8) Anak yang dijatuhi tindakan perbaikan akibat tindak pidana.

9) Anak yang dijatuhi pidana peringatan.

10) Anak yang dijatuhi pidana pembinaan di luar lembaga.

11) Anak yang dijatuhi pidana pelayanan masyarakat.

12) Anak yang dijatuhi pidana pengawasan.

13) Anak yang dijatuhi pidana Pelatihan Kerja.

14) Anak yang dijatuhi pidana pemenuhan kewajiban adat.

Pegawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah
terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan penetapan atau putusan hakim,
dan surat keputusan lainnya terkait pemberian hak-hak Anak seperti Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat termasuk di

dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.’

* http://bapasbandarlampung.com/. BAPAS Bandar Lampung. Diakses pada tanggal 08 Januari

2018 pukul 14.05 WIB.

> Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak. 2014. Pedoman Perlakuan Anak di Balai
Pemasyarakatan. Jakarta. hlm 34.

¢ Ibid. hlm 34.


http://bapasbandarlampung.com/menu=sejarah
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Jenis Pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan pada tahap pra adjudikasi adalah pengawasan yang dilakukan
pada saat tahap proses upaya diversi dan selama Anak menjalani penahanan di
LPAS.

2. Pengawasan pada tahap adjudikasi yaitu pada saat proses persidangan yaitu
memastikan apakah unsur-unsur yang terlibat dalam sidang telah memenuhi
persyaratan misalnya hakim harus tunggal, litmas harus dijadikan
pertimbangan dalam putusan yang pada saat pembacaan putusan
disebutkan/dibunyikan sebagai dasar putusan, Anak didampingi penasehat
hukum.

3. Pengawasan pada tahap post adjudikasi yaitu pengawasan yang dilakukan
terhadap Anak yang menjalani penetapan hasil diversi, putusan pengadilan,
dan Anak yang memperoleh program asimilasi maupun reintegrasi.

C. Pengertian Anak dan Undang-Undang Yang Mengaturnya.

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak yaitu sebagai keturunan pertama

(sesudah ibu bapak) dan anak-anak adalah manusia yang masih kecil belum

dewasa.” Anak dalam pemaknaan yang umum memiliki aspek yang sangat luas

tidak saja disoroti dari satu bidang kajian ilmu saja melainkan dari berbagai
bidang kajian baik dari sudut pandang agama, hukum, sosial-budaya, ekonomi,
politik, dan aspek displin ilmu yang lainnya.® Pengertian anak selain di atur dalam

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

juga diatur dalam peraturan- peraturan lainnya yang merupakan hukum positif

Indonesia. Batasan umur dari hukum positif Indonesia tentang batasan umur bagi

anak, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Batasan umur menjadi sangat penting dalam perkara pidana anak, karena

dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan

termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan

"Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tanpa tempat terbit,
Difa Publisher, tanpa tahun terbit. hlm 54.
¥ Arifin. 2007. Pendidikan Anak Berkonflik Hukum. Bandung : PT. Alfabeta, cv. him 17.
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perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para
petugas di lapangan, agar tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntut

maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Mengenai batas umur anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak adalah anak yang telah berumur
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana. Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum
dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara

paling singkat 7 (tujuh) tahun.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

Berdasarkan beberapa pengertian, maka yang akan penulis gunakan sebagai
acuan mengenai pengertian dan batasan umur anak di dalam penelitian ini
adalah pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang Anak yang melakukan tindak
pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-
Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak nakal
adalah:

1) Anak yang melakukan tindak pidana.
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2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak,baik
menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang

hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat atau dursila, atau
kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi)
secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk
pengabaian tingkah laku yang menyimpang.” Kenakalan anak adalah reaksi dari
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera
ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya

maupun bagi orang lain.

Family model salah satu dari model-model sistem peradilan pidana yang dilatar
belakangi dengan adanya tulisan dari Jhon Giffeths, “masyarakat tidak bisa
diperbaiki atau dinetralisir terhadap tindak pidana atau kejahatan selama kita tidak
berfikir dalam perimbangan keuntungan atau kepentingan dalam memahami

kejahatan dan penjahat™.'’

Family model ini dikemukakan oleh Jhon Giffeths dan disebut juga model
kekeluargaan, model ini dianut di Negeri Belanda, yang amat menonjol adalah
konsep pemidanaan yang digambarkan dalam pemidanaan suasana kekeluargaan,
model dasar yang digunakan oleh Jhon giffeths adalah bentuk masyarakat kecil
yaitu keluarga. Dalam suatu keluarga yang normal mungkin terjadi terjadi bahwa

seorang anak telah melakukan kesalahan maka ia akan dikenakan sanksi atas

? Kartini Kartono. 1992. Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja. Jakarta : PT. Raja Wali Pers.
hlm 68.

' Erna Dewi, dan Firganefi. 2013 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Buku Ajar). Bandar
Lampung.Universitas Lampung.



21

kesalahanya tersebut. Adapun tujuan pemberian sanksi tersebut adalah agar si
anak dapat memiliki kesanggupan untuk mengendalikan dirinya untuk tidak
melakukan kesalahan lagi. Anak tetap berada dalam rangka kasih sayang keluarga
dan ia tidak dianggap sebagai anak jahat dan kepadanya tidak boleh diberikan
stigma, artinya sanksi tetap diterapkan dalam rangka kasih sayang dan fungsi

sanksi bukan pengasingan (extle).

Oleh karena itu di Indonesia filosofinya harus berubah yaitu suatu asumsi bahwa
tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa diselesaikan sebagaimana
Jhon Giffeths menggantikan dengan filosofi “cinta kasih sesama hidup atas dasar
kepentingan yang saling menguntungkan”. Setiap kehidupan dalam masyarakat
termaksut hubungan masyarakat dengan pelaku tindak pidana hendaknya
dilandasi oleh cinta kasih seperti halnya dalam suatu keluarga kecil. Misal, Anak
nakal tidak boleh diberi stigma bahwa anak itu jahat, karena sanksi bukan
berfungsi untuk mengasingkan tetapi untuk mengendalikan (capasitas of controle)

atau kapasitas dari pengendalian setiap manusia.

Dengan demikian family model merupakan suatu perumpamaan yang ada dalam
keluarga, walaupun salah satu anggota keluarga membuat kesalahan dan tidak
memberikan hukuman kepadanya tetapi dalam suasana kasih sayang tanpa
memperlakukanya sebagai orang jahat khusus (special criminal people). Juga
pendapat penjahat, jika ia dipidana janganlah dianggap special criminal people
yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat, namun mereka itu tetap

dipelakukan sebagai anggota masyarakat dan tetap dalam suasana kasih sayang.
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Kenakalan anak suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma
hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah
umur. Pengaturan dalam undang-undang pengadilan anak mengacu pada
pembinaan dan perlindungan hukum kepada anak nakal guna melindungi hak-hak
anak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah seseorang yang
masih dibawah umur perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum agar

hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia dan sejahtera. Mengenai kewajiban anak, diatur pada Pasal 19
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
menentukan setiap anak berkewajiban untuk:

Menghormati orangtua, wali, dan guru.

Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.

Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

opo o

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita, bahwa
perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.'' Oleh karena itu untuk

mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau

" Arif Gosita. 2005. Masalah Perlindungan Anak. ed. ke-1. Jakarta: PT. Akademika Pressindo.
him 12.
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tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempuyai
peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Pada dasarnya usaha
perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan
anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Harus diperjuangkan agar
asas-asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan
semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak

langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang No. 3 Tahun
1997 menggunakan istilah ‘“anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan
terhadap anak nakal, maka menurut Undang-Undang ini tidak selalu anak pelaku
tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat
dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua,
wali/orangtua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada
departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang

pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana
yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pelaksanaan
Sistem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan
anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata
lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan

pemenuhan hak-hak anak.
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Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum,
karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya
identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada

dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. '

Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses
penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap
penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Peradilan Anak merupakan peradilan khusus, merupakan spesialisasi
diferensiasinya dibawah peradilan umum. Peradilan Anak diatur dalam

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Negara Indonesia saat ini belum ada tempat bagi suatu Peradilan Anak yang
berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan anak masih di bawah
ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum
dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan
anak melibatkan dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak
mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai
pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh
keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang
pada kenyataannya secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi fisik,

mental, dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus."

'2 Barda Nawawi Arief. 2012. Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka
Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia . Badan Penerbit UNDIP.
Semarang. hlm. 42.

" Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm 77.
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Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa
mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan
anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Undang — Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut:
“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 dilakukan
oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.

Ketika mengadili, Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar.
Salah satu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan
tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk
mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat
meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan

anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam

rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.'*

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok
badan peradilan menurut Undang—Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan
penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak,
merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan
Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat
hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang
Kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman,

bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan.

YIbid. him 24
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Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi
psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran,
penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.
Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan
sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan
asspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi
psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran,

penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.

Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan
sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan
maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan
anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan
kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua
anggota masyarakat, yang tidak terlepas dar kelanjutan dan kelestarian peradaban

bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara."’

2. Undang-Undang Yang Mengatur Anak

a. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 59 Angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

BIbid. hlm 24
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Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa:
“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak
korban tindak pidana”. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum dilaksanakan melalui:

a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan
umurnya.

b) Pemisahan dari orang dewasa.

¢) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional.

e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.

f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.

g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai
upaya terakhir dan dalm waktu yang paling singkat.

h) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak,
dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

1) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

j) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

k) Pemberian advokasi sosial.

1) Pemberian kehidupan pribadi.

m)Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.

n) Pemberian pendidikan.

0) Pemberian pelayanan kesehatan.

p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah
Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang
terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak
anak, yaitu'®:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung

dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-
haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,

' Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di
Indonesia. Cet. Pertama. Bandung: PT Refika Aditama. hlm 4.
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agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial,kaya miskin,
kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada
keluarganya.

Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh
kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya
mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral,
spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasu yang sehat, normal sesuai dengan
kebebasan dan harkatnya.

Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh
kembang secara sehat.

Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat
keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan
khusus.

Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia
memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus
dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan
bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang
penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohami. Anak dibawah usia lima
tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah
yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada
anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu.

Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-
kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat
perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan
yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk
mengembangkan kemampuannya, pendapat  pribadinya, dan perasaan
tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi
anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan
pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan
bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab
tersebut terletak pada orang tua mereka.

Anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
Anak harus dilidungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan,
ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja
sebelum wusia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang
dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya maupuna yang dapat
mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.

Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk
diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.
Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi,
dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta
dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan
kepada semua sesama manusia.

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1
angka 1 UU No.ll1 Tahun 2012, maka dapat diketahuui bahwa Sistem
Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah

Sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan

17
hukum”.

“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun
2012 tentang SPPA menurut Pasal 1 Angka 2 No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang
mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,
dilihat, dan/atau dialami sendiri (Pasal 1 angka 5).

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Seperti diketahui bahwa beberapa ahli hukum pidana memiliki presepsi masing-
masing mengenai definisi hukum pidana menurut Simons, yang menyatakan
bahwa hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil yang mengandung
petunjuk dan uraian mengenai perbuatan pidana, syarat dapat dipidananya
seseorang serta ketentuan tentang pidananya. Dan hukum pidana formil yang

mengatur mengenai tata cara negara dengan perantara para pejabatnya

' R. Wiyono. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: PT. Sinar Grafika. hlm
14-15.
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menggunakan haknya untuk memidana, dan demikian mengandung gukum acara

. 18
pidana.

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku yang
dikarang oleh pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga
sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa
Belanda “Strafbaar Feit”, sebagai berikut:

Delik (delict).

Peristiwa Pidana (E. Utrecht).

Perbuatan Pidana (Moeljatno).

Pebuatan-perbuatan yang dapat dihukum

Hal yang diancam dengan pidana.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.

Tindak Pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk Undang-undang sampai
sekarang).

@ o Ao o

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan
melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan
orang lain atau merugikan kepentingan umum.'’ Tindak pidana merupakan
pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau
perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau
perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang
terwujud in-abstrcto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti
kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahinorma yang hidup di

masyarakat secara konkrit.

Mengenai pengertian tindak pidana (Strafbaar Feit) beberapa sarjana memberikan

pengertian yang berbeda sebagai berikut:

'® Diah Gustiniati dan Dona Raisa Monica. 2016. Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru.
Bandar Lampung: PT. Anugrah Utama Rahaja. hlm. 15.
' Sofyan Sastrawidjaya. 1982. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bina Aksara hlm. 112.
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1. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia dimana pidana
oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya
dilarang dengan ancaman pidana.

2. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan
dalam wet (undang-undang.), yang bersifat melawan hukum, yang patut
dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan/hedeling yang diancam
dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

4. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang
dilarang oleh sutu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

5. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang
dilakukan kerena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata huku dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

b. Definisi menurut hukum posotif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan
undang-undang durumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar, dapat

diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat di antara para

pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam
memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum
terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:

1. Pandangan atau Aliran Monistis, yaitu pandangan atau aliran yang tidak
memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban
pidana.

2. Pandangan atau Aliran Dualistis, yaitu pandangan atau aliran yang
memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (criminal act atau
actus reus) dan pendapat dipertanggungjawabkan si pembuat (criminal
responsibility atau mens rea).

Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana

dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan pandangan dualistis

yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana),

karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian
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perkara pidana. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat
dikenakan kepada tindak pidana:*°

Pidana pokok:

a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP).

b. Pidana Penjara (Pasal 12-17, 20, 22, 24-29, 32-34, dan 42 KUHP).

c. Pidana Kurungan (Pasal 18-29, 31-34, 41, 42 KUHP).

d. Pidana Denda (Pasal 30-34, dan 42 KUHP).

e. Pidana Tutupan (UU No.20 tahun 1945)

Pidana tambahan:

a. Pencabutan hak-hak tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu.

c. Diumumkannya keputusan hakim.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang merupakan inti dari pada sifat melawan hukum

adalah perbuatan, karena perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur

opzetnya.

Van Hammel merumuskan unsur-unsur strafbaar feit, yaitu:

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

c. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang mampu bertanggung

jawab baik sengaja maupun tidak sengaja.’

Sedangkan menurut simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:
1. Perbuatan manusia.

2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk).

*% Diah Gustiniati dan Dona Raisa Monica. 2016. Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru.
Bandar Lampung : PT. Anugrah Utama Rahaja.hlm 33.
?! Siahaan, R.O. 2009. Hukum Pidana I. Jakarta: PT. RAO Press. him. 188



33

3. Perbuatan itu harus diancam dengan pidana (strafbaar gesteld) oleh Undang -
Undang.

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
(Toerekeningsvat baar).

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si pembuat.*

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu tindak
pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam
dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi

karena kesalahan si pembuat.”

E. Teori Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan
sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang tinggi, sedang-sedang atau
rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban
tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan.
Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat
dikatakan sebagai pemegang peranan (role accupant). Suatu hak merupakan
wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban
atau tugas.24 Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa
tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau

memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan

*? Siahaan, R.O. 2009. Hukum Pidana I. Jakarta: PT. RAO Press. hlm. 199.
> Arif Nawawi, Barda. 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. hlm. 137.
2% Kamus Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. hlm 348.
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kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan
sendirinya akan berharap bahwa yang akan dijalankan sesuai dengan keinginan
dari lingkunganya. Peranan secara umum adalah kehadiran didalam menentukan

suatu proses keberlangsungan.*

Peranan adalah suatu sistem atau kaedah-kaedah yang berisi patokan patokan
perilakuan pada  kedudukan kedudukan tertentu didalam masyarakat,
kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi atau kelompok.”® Peranan
merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban
atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas
kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai
berikut:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

b. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakuakan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat diartikan sebagai prilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.*’

2. Jenis Peranan

Jenis peranan adalah sebagai berikut:

a. Peranan Normatif merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia
menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain

tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan

normatif. yaitu penegakan hukum secara penuh.

* Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. him 242.
%% Soerjono Soekanto. 1980. Penegakan Hukum. Bandung : PT. Bina Cipta. hlm 122.
? Ibid. hlm 242.
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b. Peranan Ideal merupakan peranan yang di jalankan oleh individu atau
kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang
didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai
dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

c. Peranan Faktual merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau
lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau

kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.”®

F. Teori Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan

Pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “perbuatan
mendampingi atau mendampingkan”. Dalam konteks pelaksanaan tugas PK,
pendampingan dapat diartikan sebagai peran pembimbing kemasyarakatan
untuk mendampingi klien anak dalam menghadapi permasalahan. Pendampingan
merupakan suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan terhadap klien anak
untuk mengatasi masalahnya dengan tidak melakukan intervensi atau tindakan
secara langsung kepada klien anak tetapi lebih kepada peran inisiator, koordinator,
fasilitator, mediator untuk diversi atau lainnya.” Inti dari kegiatan pendampingan
adalah membantu solusi pemecahan masalah mencarikan akses layanan klien

anak dan memastikan pemenuhan hak-hak klien anak.

2. Jenis Pendampingan
Pendampingan dilakukan kepada anak sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi

hingga post adjudikasi.

28 Soerjono Soekanto, Ibid. hlm 220.
“https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-bapas-
draft-final.pdf. Diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 20.00 WIB.


https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-bapas-draft-final.pdf
https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-bapas-draft-final.pdf
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Jenis pendampingan bagi anak yaitu:

—

Pendampingan di Kepolisian untuk anak pada saat pemeriksaan awal.
Pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pemeriksaan
awal.

Pendampingan diversi di Kepolisian.

Pendampingan di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas dari Kepolisian.
Pendampingan diversi di Kejaksaan.

Pendampingan di Pengadilan pada saat pelimpahan berkas dari Kejaksaan.
Pendampingan diversi di Pengadilan.

Pendampingan di Sidang Pengadilan anak.

Pendampingan pemenuhan hak-hak lain anak.

N

A

a) Pendampingan Pra Adjudikasi

Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak
dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversi dilakukan untuk
menemukan suatu bentuk penyelesaian yang win win solution. Konsep diversi
lahir dilahirkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku
pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan
bahaya daripada kebaikan. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan
stigma terhadap pelaku atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik
untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana konvensional ke

mekanisme penyelesaian diluar sistem peradilan pidana.™

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan
keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta
memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Terdapat tiga

jenis pelaksanaan diversi, yaitu:

** Diah Gustiniati dan Dona Raisa Monica. 2016. Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru.
Bandar Lampung : PT. Anugrah Utama Rahaja. hlm. 9-10.
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1. Berorientasi control sosial (social control orientation). Dalam hal ini aparat
penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan
pengawasan masyarakat.

2. Berorientasi pada social service, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat
dengan melakukan fungsi pengawasan perbaikan dan menyediakan pelayan
bagi pelaku dan keluarganya.

3. Berorientasi pada restorative justice, yaitu memberi kesempatan kepada pelaku
untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat.
Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai
kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak pelaku ini.

Restorative justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan
dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana
(keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya
perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan
hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan
dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para

pihak.’’

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar)
dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi
atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak
yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana
(keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi
terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Restorative justice dikatakan
sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh
para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari
pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya

korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

! Romli Atmasasmita.2003.Sistem Sanksi dalam Hukum Pidanalde Dasar Double Track System
dan Implementasinya.Raja Grafindo Persada. hlm 57.
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative justice mengandung

prinsip-prinsip dasar meliputi:

a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana
(keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).

b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk
bertanggungjawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian
akibat tindak pidana yang dilakukannya.

c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku
tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai
persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.>

Konsep restorativ justice dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus

pidana yang dilakukan penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak diluar

mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang
disebut victim offender mediation. Program ini dilaksanakan di negara Kanada
pada tahun 1970. Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan
alternative dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak
pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan
untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang kemudian akan
menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Program ini sebaik-
baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku
tindak pidana serta memberikan rasa tanggapan jawab bagi masing-masing pihak.
1. Upaya Diversi
a. PK yang telah melaksanakan Litmas untuk kepentingan diversi secara aktif

berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan terkait dalam

upaya diversi dan penanganan anak.

**Muhammad Mustofa. 2011. Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan
"Restorative Justice" di Indonesia”. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UI dan Australia Agency for International Development. him 4.
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PK menyiapkan berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan dan laporan
hasil litmas dan  surat tugas yang diperlukan dalam kegiatan
musyawarah/mediasi.

PK menghadiri pelaksanaan musyawarah sebagai upaya diversi sesuai
dengan waktu dan tempat yang sudah dijadwalkan dan dapat berperan
sebagai komediator atau memfasilitasi pelaksanaan mediasi.

PK menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Diversi.

PK membuat risalah atau laporan upaya diversi disetiap tingkatan yang
diketahui Kabapas dan melampirkan Foto Kopi Berita Acara Pelaksanaan
Diversi disetiap tingkatan.

PK secara aktif mengikuti perkembangan penanganan anak disetiap tahapan
dan mendampingi anak selama proses diversi, pelaksanaan diversi maupun

pelimpahan perkara ke tingkat selanjutnya jika terjadi kegagalan diversi.

Penanganan anak dibawah Usia 12 Tahun.

Setelah menerima informasi dari penyidik, Kepala BAPAS segera memeriksa
dan menindaklanjuti surat permintaan tersebut.

Kepala BAPAS memerintahkan pejabat yang berwenang untuk menunjuk
PK yang akan melaksanakan tugas.

Pejabat yang memiliki kewenangan, menunjuk PK yang akan melakukan
penggalian data dan informasi terkait data anak, keluarga, korban,
lingkungan sosial untuk dijadikan bahan rekomendasi Litmas.

. PK melakukan koordinasi dengan para pihak (penyidik, dan Pekerja sosial
professional melalui telepon, sms, email dan sarana komunikasi lainnya

untuk rapat pertemuan untuk membuat keputusan.
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e. Secara bersama-sama memutuskan bentuk penyelesaian perkara anak.
Bentuk penyelesaian perkara anak diputuskan secara bersama-sama setelah
diadakan pertemuan dengan penyidik dan pekerja sosial profesional dengan
wajib mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan. Bentuk keputusan
yang dapat diberikan kepada anak yang berusia kurang dari 12 tahun berupa:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan
Pembimbingan di instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan
sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

f. Memantau penyerahan hasil keputusan bersama ke Pengadilan untuk
dibuatkan penetapan paling lama 3 hari sejak diterimanya permintaan
penetapan keputusan.

g. PK membuat laporan hasil pendampingan kepada Kepala BAPAS sesuai

format.

b) Pendampingan Adjudikasi

Pendampingan Sidang Pengadilan Pendampingan pada persidangan anak,

dilakukan sejak dimulainya persidangan hingga hakim memberikan putusan.

Dalam melakukan pendampingan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. BAPAS menerima informasi resmi dari pihak  Kejaksaan tentang
pelaksanaan sidang.

2. Kepala BAPAS memerintahkan PK melaksanakan pendampingan ke

Pengadilan Negeri.
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PK menyiapkan laporan hasil Litmas dan surat tugas yang diperlukan untuk
kegiatan pendampingan.

PK berkoordinasi dengan jaksa, hakim, penasehat hukum, keluarga/wali
dan pihak lainnya yang terkait dalam persidangan.

PK memberikan motivasi berupa penguatan mental terhadap anak untuk
menghadapi persidangan.

PK menghadiri persidangan Anak, menyampaikan dan membacakan hasil
litmas serta memberikan penjelasan kepada hakim, apabila diminta atau
apabila ada hal-hal yang dianggap perlu dengan seijin hakim.

PK membuat laporan hasil persidangan dan menyampaikankan kepada Kepala

BAPAS.

Pendampingan Post Adjudikasi

Dalam Lembaga

Pendampingan ini diberikan kepada anak yang berada di LPAS, LPKA atau

Lembaga lain. Pendampingan dilakukan dalam upaya memastikan hak-hak

anak dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi anak selama berada

dalam lembaga. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

a.

PK melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berada di
lembaga sejak awal penempatan untuk mengetahui masalah dan kebutuhan
anak.

Memberikan rekomendasi program layanan sesuai kondisi lembaga dan
kebutuhan klien anak.

Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan anak bersama petugas lembaga

dimana anak ditempatkan.
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d. Membuat laporan hasil pendampingan dan menyampaikan kepada Kepala

BAPAS.

2. Luar Lembaga

Pendampingan ini diberikan kepada anak yang sedang menjalani penetapan atau

putusan pengadilan berupa, putusan tindakan, pidana pengawasan, pidana

bersyarat, pidana pelayanan masyarakat, klien anak yang menjalani reintegrasi

dalam pembimbingan BAPAS. Langkah yang dilakukan sebagai berikut:

a. PK melakukan Litmas terhadap Klien anak untuk mengetahui masalah dan
kebutuhannya.

b. Memberikan rekomendasi program layanan selama pembimbingan sesuai
kondisi dan kebutuhan klien anak.

c. Pelaksanaan pendampingan kepada klien anak untuk memperoleh layanan
sesuai kebutuhan.

d. Membuat laporan hasil pendampingan.”

G. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena
dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah
masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana
kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan
seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum
hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan

dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Shttps://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-bapas-
draft-final.pdf. Diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 20.00 WIB.


https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-bapas-draft-final.pdf
https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-bapas-draft-final.pdf
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Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor

tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-
undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menrapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan
esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas
penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas
lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan

masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang
Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum
dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya

undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar
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undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut

antara lain’*:

a. Undang-undang tidak berlaku surut.

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.

¢. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang
bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan
berlaku terdahulu.

f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan
spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian

ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya
mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan
sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat
diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada
penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum,

Halangan-halangan tersebut, adalah®”:

** Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT Raja
Grapindo Prasada. Jakarta. hlm 11.
% Ibid. hlm 19.
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Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain
dengan siapa dia berinteraksi.

Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit
sekali untuk membuat proyeksi.

Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu,
terutama kebutuhan material.

Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan

konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat di atasi dengan membiasakan diri dengan sikap-

sikap, sebagai berikut:

o

Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.

Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang
ada pada saat itu.

Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.

Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai
pendiriannya.

Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu
urutan.

Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.

Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.

Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam

meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
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1. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri
dan ihak lain.
j.  Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran

dan perhitingan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan
hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain,
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.*®

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan
hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak
hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran,
sebagai berikut:

a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.

b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.

¢. Yang kurang-ditambah.

d. Yang macet-dilancarkan.

e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu,

36 Ibid. him 37.
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maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.’’ Masyarakat
Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan bahkan
mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai
pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa

dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari
hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa
yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga
dihindari).’® Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:
a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

b. Nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohani atau keakhlakan.

c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

37 Ibid. him 45.
38 Ibid. him 59.



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis
normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada
atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris
dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.'

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Jenis data dilihat
dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akandiperoleh langsung dari
masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang

dipergunakan dalam penelitian ini berupadata primer dan data sekunder.

1. Data Primer
Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.” Data
primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan

pihak Balai Pemasyarakatan dari subsie bimbingan klien anak.

" Soejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 1986. HIm.55.
* Soejono Soekanto . Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Rajawali Press. 1984. HIm. 12
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan

denganmelalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-

makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari

hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal

yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas

hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penelitian ini.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum mengikat terdiri dari tujuh, yaitu:

1.

QbW

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Undang-Undang Nomor 73 tahun
1958 tentang Pemberlakuan KUHP.

Kitab UU Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Kitab UU Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisa serta memahami baham hukum primer, yang berupa jurnal, buku-

buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam

penelitian ini.
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c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

terdiri dari literatur-literatur, media massa, dan lain-lain.

C. Penetuan Responden

Responden merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi
.pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara
“purposive sampling” atau penarikan sampel yang Dbertujuan dilakukan
dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.’ Dalam
penelitian ini diambil responden sebanyak empat orang, yaitu:

1. Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak pada Balai Pemasyarakatan : 1 orang
Kelas II Bandar Lampung

2. Pembimbing Kemasyarakatan Subsie Bimbingan Klien Anak
pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung. : 1 orang

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum
Universitas Lampung. : 1 orang

4. Klien Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II
Bandar Lampung. : 1 orang

Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Prosedur Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan

buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang

*Tri Andrisman. 2010. Hukum Acara Pidana. Bandar Lampung, Universitas Lampung. him. 125
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sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara
membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan
Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara
(interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan
pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan

terbuka kepada narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Keseluruhan Data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian
lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara seksama.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan
kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap data
yang telah diperoleh. Pengelolahan data yang dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Seleksi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan
pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah

cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data
Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar

mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis

c. Sistematisasi Data
Data yang sudah dikelompokan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok

permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.



52

E. Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal
pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam
proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut
klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan
dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan
kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir
induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang

bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terhadap peranan Balai Pemasyarakatan

dalam pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada Balai

Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, maka kesimpulan yang diperoleh

adalah:

1. Peranan Balai Pemasyarakatan dalam pendampingan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga peranan, yaitu:

a. Peranan Balai Pemasyarakatan dalam pendampingan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana secara normatif terdapat pada Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Peranan ideal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan
pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Menentukan program
perawatan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pembinaan anak di Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Anak bersama dengan petugas lainnya.

c. Peranan faktual adalah peranan yang didasarkan pada kenyataan secara
kongkrit di lapangan. Pendampingan yang dilakukan oleh BAPAS terkait
dengan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana
adalah pendampingan pra adjudikasi yaitu tahapan sebelum pengadilan

meliputi penyidikan dan pra penuntutan, pendampingan adjudikasi yaitu
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tahapan dalam proses pengadilan pada saat pemeriksaan, penuntutan
sampai putusan hakim dan pendampingan post adjudikasi yaitu tahapan
akhir dalam proses pengadilan yang berupa pelaksanaan pidana. BAPAS
memfasilitasi dari tahap penyidikan hingga setelah selesai masa pidana

sesuai kemampuan anak tersebut.

2. Faktor penghambat Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan
terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah kurangnya kuantitas atau
jumlah pegawai Bapas serta perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia
dari Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri, kurangnya sarana dan prasarana
penunjang tugas pokok dan fungsi dari BAPAS seperti pengadaan komputer,
kendaraan dinas, dan jaringan internet, masih sangat minimnya dana
operasional untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan rendahnya
kesadaran serta pengetahuan masyarakat dalam memberikan informasi terkait

anak yang melakukan tindak pidana.

B. SARAN

1. Hendaknya Balai Pemasyarakatan perlu  meningkatkan  peranan
pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana, oleh karena itu perlu diadakan pelatihan-pelatihan
yang menunjang profesionalitas dari Pembimbing Kemasyarakatan, serta
tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai terkait penelitian
kemasyarakatan seperti alat transportasi, komputer, dan kestabilan jaringan

internet.
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2. Hendaknya BAPAS menambah jumlah Pembimbing Kemasyarakatan,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas BAPAS, meningkatkan
Anggaran Dana Operasional oleh instansi terkait, dan kepada masyarakat
dapat bersikap terbuka dalam menerima mantan klien anak yang ingin kembali

ke lingkungan tempat tinggalnya.
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